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LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA - GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi
kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor
4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata
Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

BPR melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk
melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang
baik dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai pokok
yang tertuang dalam Good Corporate Governance (GCG)

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan
semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR yang mengakibatkan peningkatan eksposur
risiko Bank. Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih
penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang
dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code
of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, BPR wajib melaksanakan
kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu
Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran.

e —
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

BPR merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainn.yaj dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Definisi BPR tersebu‘t di atas dapat diambil sebuah kesimpulan
bahwa BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat
kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dananya pada BPR tersebut.

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya dan
kompleksitas kegiatan usaha BPR yang semakin meningkat seiring perkembangan
teknologi informasi dan perkembangan jenis produk/jasa keuangan sehingga
memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan
dihadapi oleh BPR, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi sumber daya manusia
yang dimiliki oleh BPR dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan
usaha.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, BPR
wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
Good Corporate Govemnance (GCG) antara lain adalah Keterbukaan
(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility),
Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairmess), hal ini sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015
Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOQJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank
Perkreditan Rakyat.
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B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance (GCG) adalah :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi;

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris;
Penanganan Benturan Kepentingan;

Penerapan Fungsi Kepatuhan;

Penerapan Fungsi Audit Internal;

Penerapan Fungsi Audit Eksternal;

Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

Rencana Bisnis BPR (RB-BPR);

j. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

S@ ™0 a0 oW

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR
Sanggabuana Agung adalah :

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan
BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.

b. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal
Bank serta perundang-undangan yang berlaku.

c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada
Stakeholders.

d. Memperbaiki budaya kerja BPR.

e. Mengelola sumber daya BPR secara efektif dan efisien.

f. Mendorong dan mendukung pengembangan usaha BPR.
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BAB 2

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksaan Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan hasil Self Assessment

meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi sampai dengan akhir 2019 telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan :

1)

2)

3)

4)

o)

6)

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang serta Direksi berjumiah 2 (dua)
orang.

Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan susunan sebagai
berikut :

» Komisaris Utama : Drs. Hadi Mualim

» Komisaris : Poniman, SE

Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan susunan sebagai
berikut :

» Direktur Utama : Aripin Wijaya, SH

» Direktur . Stefanus Anung Nugroho Jati, SE

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus sepenuhnya lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) kondisi saat ini
Komisaris Utama atas nama Drs. Hadi Mualim sampai dengan akhir tahun
2019 belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Komisaris dan belum
dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh
OJK.

Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga
yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak indepeﬁden.‘
Terdapat anggota Dewan Komisaris secara sendiri-sendiri memiliki saham
pada suatu Perusahaan lain.

Terdapat anggota Direksi secara sendiri-sendiri memiliki saham pada suatu

Perusahaan lain.

Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR Sanggabuana Agung Tahun 2019 Hal. 7



J1. Kertabumi No. 38 — Karawang

PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
1971 (0267) 402186/402006

7) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan berupa
Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dengan gambaran sebagai
berikut :

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Integritas paling
kurang mencakup :

v Menmiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan
dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak
pernah dihukum kare'na terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu
dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan:

v Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

v" Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank
yang sehat;

v' Tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) di bidang
Perbankan.

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kompetensi

paling kurang mencakup :

v Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan
dengan jabatannya;

v" Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang
keuangan; dan.

v" Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka
pengembangan BPR yang sehat.

» Semua Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki Reputasi

Keuangan paling kurang mencakup :

v" Tidak memiliki kredit macet;

v’ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan
Komisaris atau Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
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b) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

b g

Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan
Direksi dalam melaksanakan operasional BPR serta memberikan
masukan/nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris melakéanakan tugas dan tanggungjawabnya secara
independen.

Dewan Komisaris membuat Laporan Pengawasan Realisasi Rencana
Bisnis BPR.

Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata
Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.

Dewan Komisaris memperoleh hasil Audit Internal untuk membantu
pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.

Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti
hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan, Audit Eksternal
(Akuntan Publik) dan pengawas otoritas lainnya.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam
hal penyediaan dana kecuali kepada pihak terkait, memberikan
persetujuan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris terutama
yang berkaitan dengan penyimpangan dalam operasional dan kredit
serta hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau
peraturan perundangan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

;

Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan
untuk menetapkan Job Description (pembagian tugas, wewenang, dan
tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota. Direksi namun
keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.

RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap
anggota Direksi.
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» Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan
BPR.

» Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.

» Direksi membuat Rencana Bisnis BPR dan Laporan Realisasi Rencana
Bisnis BPR.

» Direksi telah menindaklénjuti temuan Audit Internal dan Auditor
Eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan
otoritas lain.

» Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

c) Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

» Menyetujui pengunduran diri PE. Audit Internal;

» Memberikan masukan atas calon Kabag. Kredit dan PE. Audit Internal;

» Persetujuan penyesuaian gaji karyawan sesuai UMK Kabupaten Karawang
2019 dalam rapat pembahasan di RUPS;

» Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPR Sanggabuana Agung tahun 2020;

» Memberikan rekomendasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik yang terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penanganan Benturan Kepentingan
Sampai dengan saat ini BPR belum menangani penanganan benturan kepentingan
dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan
sampai dengan saat ini BPR selalu berupaya untuk menghindari transaksi yang
mengandung potensi benturan kepentingan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Pejabat Eksekutif
Struktur keanggotaan keahlian dan independensi Pejabat Eksekutif.
a) Pejabat Eksekutif Audit Internal :

e )
Laporan Pelaksanaan GCG PT. BPR Sanggabuana Agung Tahun 2019 Hal. 10
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b)

1)

2)

3)

4)

Audit Internal diketahui oleh Komisaris Utama dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Utama.

Audit Interrnal berasal dari karyawan BPR Sanggabuana Agung yang
diposisikan secara independen.

Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindék independen.

PE. Audit Internal melaksanakan Audit terhadap penyelenggaraan
Teknologi Informasi dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
untuk pertama kali pada semester 2 tahun 2019. Audit Tl tersebut antara
lain dengan melakukan uji coba rencana pemulihan bencana dengan
melibatkan petugas BPR yang biasa melakukan back up database dan user
lain yang menggunakan aplikasi core banking system.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT :

1)

2)

Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT diketahui oleh Komisaris
Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT merupakan
Karyawan BPR Sanggabuana Agung yang diposisikan secara Independen.
Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU PPT tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau
Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko telah membuat profil risiko kredit BPR
dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pertama kali
pada semester 2 tahun 2019.

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif

Tugas dan tanggung jawab PE. Audit Internal dan PE. Kepatuhan, Manajemen
Risiko dan APU PPT, telah diatur dalam Standar Prosedur Operasional (SPO)
Tata Kelola dan ketentuan internal PT. BPR Sanggabuana Agung.
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d) Program Kerja Komite dan Realisasinya
PE. Audit Internal dan PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT telah
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang
telah dibuat dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) Tata
Kelola dan ketentuan internal PT. BPR Sanggabuana Agung.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal
a) Fungsi Kepatuhan .

1) Penunjukkan Direktur /' Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT telah
menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab PE.
Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT secara berkala.

3) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT telah
berusaha menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT untuk
pelaksanaannya telah berupaya untuk memastikan compliance dan risiko
BPR terhadap Standar Prosedur Operasional (SPQO), Peraturan Bank
Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi Audit Internal

1) Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh PE. Audit Internal
yang bertujuan memberikan koreksi dan rekomendasi serta tindak lanjut
atas temuan dalam operasional BPR.

2) Dalam melakukan pemeriksaan Audit Internal berpedoman pada SPO Audit
Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

3) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan
dan laporan Audit Tahunan serta Audit Khusus apabila diminta oleh
Direktur Utama.
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4) Audit Internal telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur
Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

5) Audit Internal telah melaksanakan proses Audit yang telah direncanakan
secara efektif dan efisien.

c) Fungsi Audit Eksternal
1) BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng
untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen untuk
laporan keuangan tahun buku 2019.

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Internal.
a) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

1) Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara
berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan
manajemen risiko di BPR, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan
Komisaris dapat dibantu dengan data dari laporan Audit Internal dan PE.
Manajemen Risiko.

b) Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit.

1) Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang
memerlukan persetujuan SK Direksi.

2) Direksi memutuskan Kebijakan dan Prosedur melalui SK Direksi.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana

Besar (Related Party) atau BPMK

a) BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

b) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
diputuskan oleh Komite Kredit.

c) BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) kepada OJK.

d) Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019
sebagai berikut :
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z Jumlah
No Penyediaan Dana Debitur Nominal (Rp)
1 | Kepada Pihak Terkait 3 Rp. 121.750.003
Kepada Debitur Inti :
o) a. Individu - -
b. Grup - -

7. Rencana Strategis Bank

a)

b)

Rencana Jangka Pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang mehjadi perhatian dalam pengembangan bisnis

di tahun 2019.

1) Melakukan pembentukan cadangan imbalan paska kerja di tahun 2019:

2) Melakukan penagihan intensif kepada debitur yang menunggak sehingga
dapat menurunkan rasio NPL BPR:

3) Melakukan penagihan untuk kredit yang telah dihapusbuku; dan

4) Melakukan ekspansi kredit baru.

Rencana Jangka Menengah tahun 2019
1) Memperkuat modal inti BPR melalui pertumbuhan laba setiap tahunnya;
2) Menyusun dan melengkapi penerapan tata kelola dan manajemen risiko;
3) Peningkatan kompetensi karyawan dengan mengikuti pelatihan,
pendidikan atau sertifikasi secara berkala.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

a)

b)

c)

d)

BPR telah menyusun SPO tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan
SPO Penyelesaian Pengaduan Nasabah pada tahun 2017.

BPR telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila
nasabah tidak puas dengan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.

Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Laporan Tahunan BPR tahun 2019 masih dalam tahap menunggu hasil dari
Audit Eksternal yaitu Audit Akuntan Publik yang nanti pada saat selesai akan
langsung di informasikan di halaman website (www.bprsba.co.id).

BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi secara tepat waktu.
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9. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Komisaris Utama yaitu Drs. Hadi Mualim dan Anggota Komisaris yaitu Poniman,

SE memiliki jabatan pada Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya

serta Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung yaitu Stefanus Anung Nugroho Jati,

SE tidak memiliki saham pada BPR namun memiliki saham pada Lembaga

Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya dengan rincian sebagai berikut

Nama Jabatan BPR | Jabatan Jabatan Pemegang Bidang
Sanggabuana BPR Perusahaan Saham BPR/ Usaha
Agung Lain Lain Perusahaan Lain
Drs. Hadi Mualim | Komisaris Utama Direktur Utama | PT. Idaman Megah Dealer
Indah
Poniman, SE Komisaris Direktur Utama | 1. PT. Idaman Bengkel
Megah Geely
2. PT. Idaman
Bersatu
Aripin Wijaya, SH | Direktur Utama - - - -
Stefanus Anung Direktur PT. Indo Swarna Teknologi
Nugroho Jati Nusantara Informasi

10. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan

Direksi

a) Hubungan Keuangan

1) Komisaris PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki hubungan

keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

2) Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sanggabuana Agung merupakan

komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan

Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham.

3) Seluruh anggota Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki

hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan,

atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.

b) Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Sanggabuana Agung tidak memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota

Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

s e
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Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
NAMA JABATAN | Dekom Direksi PSP Dekom Direksi PSP
Ya [Tdk [Ya [ Tdk [Ya [ Tdk [ Ya | Tdk | Ya [ Tdk | Ya Tdk
Drs. Hadi Komisaris v N N v V v
Mualim Utama
Poniman, SE | Komisaris v v v v N N
Hubungan Keluarga Hubungan Keuangan
NAMA JABATAN | Dekom | Direksi | PSP Dekom Direksi PSP
Ya | Tdk [ Ya | T dk Ya | Tdk | Ya | Tdk | Ya | Tdk Ya Tdk
Aripin Wijaya, SH | Direktur N v v v v v
Utama
Stefanus Anung | Direktur v N v v N N
Nugroho Jati

11. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan
Direksi
Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya,
antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019, sedangkan
tidak terdapat fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya
termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya)

selama tahun 2019, terlihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Komisaris Direksi
Orang Nominal Orang Nominal

Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji
dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem 2 Rp 78 Juta 2 Rp 314 Juta
dll)

Fasilitas lain dalam bentuk natura / non
natura (fas. tidak tetap lainnya al, 2 ) 2 )
perumahan, transportasi, asuransi
kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi
dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai

berikut : A
Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*) ‘g:z::; K‘;':':'s'::s
Di atas Rp 2 milyar = =
Di atas Rp 1 milyar s.d 2 milyar = =
Di atas Rp 500 juta s.d 1 milyar - %
Rp 500 juta ke bawah 2 Orang 2 Orang

L S ]
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12

13.

14.

15.

16.

17.

Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi
dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran
opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR dan yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Anggaran Dasar BPR.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

a) Rasio gaji pegawai yang tertiﬁggi dan terendah = 1:5,2x
b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1:1,36x
c) Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1: 1,4x

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a) Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan
Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam
SPO Tata Kelola/GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi
dan Tata Tertib Dewan Komisaris.

b) Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

c) Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris paling sedikit 4 kali
dalam setahun.

Jumlah Penyimpangan Internal (/Internal Fraud)

Tidak ada terjadi penyimpangan / kecurangan internal BPR yang dilakukan oleh
para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau
penyalahgunaan kredit di BPR Sanggabuana Agung selama tahun 2019.

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR
Sanggabuana Agung selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan
dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu
menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.
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18. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik
Tidak terdapat pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT.
BPR Sanggabuana Agung selama tahun 2019 untuk kepentingan sosial dan
kepentingan politik.

B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate
Governance.
Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola/GCG PT. BPR
Sanggabuana Agung periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Nilai Komposit GCG sebesar 1.36 dengan Predikat Sangat Baik.
b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No Aspek yang Dinilai Bobot Rata-Rata Nilai
1 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris 2'0.00% 1.32 0.26
2 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi 15.00% 1.41 0.21
3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 00.00% 0 0.00
4 | Penanganan Benturan Kepentingan 10.00% 2.00 0.20
5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10.00% 1.41 0.14
6 | Penerapan Fungsi Audit Intern 10.00% 1.83 0.18
7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern 0.00% 1.00 0.03

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian
8 10.00% 0.00 0.00
Intern

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan
9 7.50% 1.20 0.09
Debitur Besar (Large Eksposure)

Transparansi KondisiKeuangan dan Non Keuangan Bank,
10 7.50% 1.73 0.13
Laporan GCG dan laporan Intemnal

11 | Rencana Strategis Bank 10.00% 1.55 0.12
Nilai Komposit 100.00% 1.36
Prediksi Komposit .Sangat Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
1. Dengan disusunnya SPO Tata Kelola/GCG PT. BPR Sanggabuana Agung,
diharapkan Tata Kelola BPR berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2. Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka Dewan
Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
efektif.

3. Fungsi Kepatuhan BPR, Fungsi Audit Internal, Fungsi Audit Eksternal dijalankan
dan dipenuhi oleh BPR agar sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance
PT. BPR Sanggabuana Agung tahun buku 31 Desember 2019.
Demikian Laporan ini disampaikan, agar makium. Terima kasih.

Karawang, 28 Februari 2020
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG

~ _____,/GQ 4
‘*RA wAﬂ

Drs. Haei Mualim Aripi
Komisaris Utama Direktyf Utama

e ———
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SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PENERAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG
Bobot Rata- Nilai
No Aspek Yang Dinilai @) Rata (b) | (a) x (b) Catatan
Pelaksanaan Tugas Jumlah, Komposisi dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan
1 dan Tanggungjawab 20.00% 1.32 0.26 tugas dan tanggung jawab Direksi belum memenuhi prinsip-
Direksi prinsip GCG.
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola terlihat dari
Pelaksanaan Tugas ' i s katikepads Diokai Sk
) emberian arahan dan masukan kepada na
2 dan Tanggungjawab 15.00% 1.41 0.21 ¥ geidt . i ) AT
o terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
Dewan Komisaris ) )
serta tidak memiliki kepentingan dan hubungan pribadi yang
dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.
repnaanan tan BPR Sa b A ti k dalam Bobot B dan bel
abu. u rma lam of
3 Pelaksanaan Tugas 00.00% 0 0.00 e nF o o hice
- termasuk BPR yang memiliki modal inti > 80 miliar
Komite
BPR telah membuat SPO mengenai Benturan kepentingan
i Penanganan Benturan 10.00% 2.00 0.20 namun belum pernah membuat laporan dan dokumentasi atas
Kepentingan penanganan benturan kepentingan karena belum adanya
kejadian benturan kepentingan yang terjadi di BPR.
) Penerapan fungsi kepatuhan di BPR telah dilaksanakan oleh
Penerapan Fungsi 1.41 0.14 . ) £ L.
5 10.00% : s Pejabat Eksekutif Kepatuhan. BPR sudah memiliki Direktur yang
Kepatuhan Bank 5
membawahkan fungsi kepatuhan.
BPR telah membuat SPO Audit Internal sebagai pedoman kerja
¢ | Penerapan Fungsi t000% | 183 0.18 | bagi PE. Audit Internal.
Audit Intern
» Penerapan Fungsi 2505 1.00 0.03 BPR telah menunjuk dan menerapkan audit eksternal dari Kantor
Audit Ekstern Akuntan Publik untuk tahun 2018.
Penerapan Fungsi BPR secara bertahap melakukan penerapan manajemen risiko
" Manajemen Risiko 10.00% 0.00 0.00 dalam kegiatan operasional BPR.
dan Pengendalian
Intern
Batas Maksimum
9 7.50% 1.20 0.09 Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK di BPR
Pemberian Kredit
BPR telah menyusun dan melaporkan Rencana Bisnis BPR
10 | Rencana Bisnis BPR 750% | 1.73 0.13 ™ g
kepada OJK
) Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan
b s dipublikasikan a transparan kepada pihak-pihak yan
ublikasikan secar ns ihak-
11 Keuangan dan Non 7.50% 1.55 0.12 'p 4 p 2 p e
i Bank ditetapkan, dan BPR telah menyampaikan informasi keuangan
euangan Ban
. tersebut melalui halaman website BPR (www.bprsba.co.id)
Nilai Komposit 100.00% 1.36 Sangat Baik

e ——
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No Kriteria/Indikator SB| B |CB|KB Keterangan
112)|3]| 4
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM: BPR sudah memiliki 2 Direktur yaitu Direktur Utama
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga| orang, dan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
salah satu anggota Direksi bcrundak sebagai Direktur
yang b hkan fungsi key

v
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dircksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Dircl yang bawahkan fungsi k &

2) |Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Anggota direksi bertempat tinggal di Kabupaten
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang| Karawang dan Kota Bekasi
berbeda pada provinsi yang sama auu kom/kabupalcm
di provinsi lain yang berb v
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusal BPR.

3| |Anggota Dircksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Anggota direksi tidak Ada yang merangkap jabatan
Perusahaan Non Bank dm/auu lcmbaga lain (partai| pada Bank, perusahaan non bank dan atau lembaga
politik atau org: y laan

4) |Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan Seluruh anggota direks: udak mermukx hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua keluarga atau se d derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota| v dengan sesama anggotra du'ekax dan/alau anggota
Dewan Komisaris. dewan komisaris

5) |Direksi tidak menggunakan penamhm perorangan Dircksi tidak menggunakan pemmhal pemrangan
dnn/amu pcnyedia jasa profesi ik I dan/atau penyedia jasa profe

persy yaitu untuk proyek yang kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bemfal khusu-« yang dnn sisi karakteristik proyekn)a bemn[at khuaus yang dnn sisi karakteristik proyeknya

1 telah did i oleh Itan; telah did. ioleh

kontrak yang jelas mehpuu lingkup pekerjaan, tanggung kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu| v jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud. dimaksud.

6) |Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Seluruh anggota Direksi telah luluu Uji Kcmampunn dm
Kepalulan dan telah dlangkal melalui RUPS termasuk Kepatuum dan (ehh diang} i RUPS

masa jab Direksi telah ditetapkan| masa jab Direksi telah diuctapknn
oleh RUPS sebelum bernkh:r masa jabatannya. oleh RUPS sebelum bemkhxr masa jabatannya.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|lex|dx
1 2 3 4
Hasil perkalian untuk g Skala P T’ 6 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Kelola (S): 50%

6
Perhitungan rata-rata d dibagi jumlah pertanyaan
3 1,00
(S): 6
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Taia 050




Skala Penerapan
No| - Kriteria/Indikator SB| B |CB|KB|TB Keterangan
R S A [ e
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7) |Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum sceara independen dan tidak beril kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan| Y yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas. wewenang tanpa batas.

8) |Direksi indakl audi(dnn } d Direksi indakl audit dan rek dasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk i di dari Pejabat Eksekutif yang ditunjul agai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pen@wasan Otoritas v intern, auditor ckstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas
lain. lain.

9) |Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan| akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris. Komisaris,

10) |Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai kelcn(uan yang berlaku dengan| Vv muflakat, atau sesuai kelenluan yang berlaku dengan

1 di g pini jika  terdapat mencantumkan di 8 Of Jjika terdap:
perbedaan pendapat, perbedaan pendapat.

11) [Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan » Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/nuu pnhak lain yang dapat pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugik atau gan BPR, scria merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dm/amu menerima kcunmngan v tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain r asi dan fasilitas | pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS. yang ditetapkan RUPS.

12} |Anggota Direksi membudayak pembelaj secara Anggota Dircksi budayakan pembelaj secara
berkelanjutan dalam rangka peningk pengetah berkelanj dalam gka peningk pengetak

perbank dan perkembangan terkini terkait g perbankan dan per} terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung bidang & gan /lai yang duk
pelaksanaan  tugas dan tanggung jnwabnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jmbnyu pada
scluruh tingk amu jang org; antara lain y seluruh tingk at‘u, jang i nnw'n lain
dengan p ringh taan pegawai BPR dalam d k ) taan pegawai BPR dalam
pem‘hf:lxksm/r ih dalam gka pengembang; pcndldxkan/pela!ih-n dalam rangka pengembangan
kualitas individu. kualitas individu,

13) |Anggota  Dircksi ! ik Anggota Direksi p ! ik
kompetensi yang dumhkmya dalam pelaksanaan tugas kompetens: yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas v dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

14) |Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib  kerja uanggota Direksi yang paling  sedikit tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan v mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat. rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 2|3] 4|58
Hasil perkalian untuk g Skala Pe P 4 8 0 0|0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 12
Perhitungan rara-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 15
(S): 8 ¥
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40% 0,60




Skala Penerapan
Kriteria/Indikator SB| B |CB |KB|TB Keterangan
1|12 |3)|4(s

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Peoerapan Tata Kelola (H)

15) | Direksi pertanggungjawab pelak Direksi pertanggungjawabkan pelal

8 kepada pemegang saham melalui RUPS. v tug: kepada pemegang saham melalui RUPS,

16) | Direksi gk ikasik kepada seluruh pegawai Direksi gh ikasikan kepada seluruh pega

i kebijal gis BPR di bidang - genal kebijal gis BPR di bidang
kepegawaian. kepegawaian.

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan Hasil rapat direksi belum dituangkan dalam risalah
didok il deng; baik, termasuk rapat dan didok ik dengan baik.
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang v
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

18) |Terdapat pening} pengetahuan, keahli dan Terdapat pening} pengetah keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh peg: kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesai v dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan vang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil
sesuai ekspektasi stakeholders. sesuai ckspektasi stakeholders.

19} | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Direksi baru menyampaikan laporan penerapan tata
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di ' kelola kepada OJK dan Website BPR
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah v |
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. 0N
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 2|13]|4]|5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan i 4 6 o >

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhi! ta d dibagi jumlah pertanyaan

S5 - 2.2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata ]
Kelola (S): 10% 0,22

Penjumlahan S+ P+ H
Gl 1,32

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor|
1

0,26




Kelola (S): 50%

No| - Kriteria/Indikator SB| B |CB|KB|TB Keterangan
1|12|3|4|s5
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

Komisaris

A dan Infr Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit RpSO M: Jumlah anggota k is sudah berjumlah 2 (dua)
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang
orang.

BPR d modal inti kurang dari RpS0 M- ¥
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

2) |Jumlah anggora Dewan K is tidak lamp Jumlah anggota Dewan K is tidak mel
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan, v jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

3) |Seluruh anggota Dewan Komisans telah lulus Uji Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR ¥ jang masa jab RUPS. Dalam hal BPR perpanj masa jab
anggom Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan| anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menctapkan
perp masa jab anggota Dewan Komisans perp £ masa b anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum bcrnkhlmya masa jabatan. dilakuk bel khirmnya masa jab

4) |Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisans Paling sedikit 1 {satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provms: yang sama atau di ] bertempal tinggal di provinsi yang sama atau di
kota /kabup pada pi i lain yang berbatasan| " kota/kabup pada provinsi lain yang berb
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. ' |langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5) |BPR memiliki Komisaris Independen: ] BPR masih dalam modal inti kurang dari Rp.

4. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit 50.000.000.000,00
|Rp80.000.000.000,00 (delapan pulub milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh pcnen) dnn jumluh
anggota Dewan Komisaris h is |
b. Untuk BPR dengan modal inti paling udlhlt
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah) dan v
|kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
nﬂyu rupiah), pahng sed:ku satu mggo!a Dewan
ris merupakan is Indep

6) |Dewan Komisans memiliki pedoman dan tata tertib Dewan K is memiliki ped. dan tata tertib
kena termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan v kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan
rapat. rapat,

7) |Dewan K is tidak mer ! b b Dewan Komisans tidak k b b
anggota Dewan Komisans pada Irbnh dan 2 (dua) BPR anggota Dewan Komisaris pada leblh dan 2 4duaj BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat| | atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
cksckutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. eksekuuf pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

8) |Mayoritas anggota Dewan Komisans udak memiliki Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampal dengan ) hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris| " derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
atau Direksi. atau Direksi.

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki| Seluruh Komisans Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang| Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang
saham p g dali atau hubung; lain yang dapat saham pengendali atau hubungan lain yang dapat

garuhi  k P 3 untuk  bertindak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
mdependen independen.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bxlex|dx]|ex
1 2| 3] 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
8 2 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
i 111
S):9
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastrukiur Tata 0:56




No| - Kriteria/Indikator SB| B |CB|KB|TB Keterangan
b i 12 10 I S I 2 it |
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
|~ |Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10) |[Dewan Komisaris telah k 1 Dewan K 15 telah melak k
terhndap pehksanun mgu dan tanggung ]awab serta terhadap pelaksanaan tugas dan lnnggung javnb serta

da Direksi, antara lun memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rel dasi atau ihat tertulis terkait v pembemm rekomendasi atau nasihat lerrulls terkait
dengan p h ! BPR ter prinsip han ketenti BPR ter k prinsip
kehati-hatian. kehamhau’an.

11) |Dalam rangk lakukan tugas penga . Ki 18, Dalam rangka melak tugas penga’ ) k is

hk dan mengevaluasi v mengarahkan, au dan 1gevaluasi
pelak kebijak gis BPR. pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

12) |Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal keputusan kegi operasional BPR, | li dalam hal
penyedi dana kepada pihak terkait sebagaimana penyediaan dana kepada pihak terkait -ebap.unnnn
diatur dalam k i batas v diatur dalam k 1genai batas mal
pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam  p perund; dalam  rangka dalam peraturan perundangan dalam rangka

lalk kan fungsi peng; kan fungsi penga

13} |Dewan  Komisaris memastikan bahwa  Direksi Dewan k s ik bahwa dire}
menindaklanjutu temuan audit intern, audit ekstern, menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan
hasil peng; otoritas lainnya antara lain dengan v |otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil \ untuk menyampikan dokumen hasil tindak lanjut
tindak lanjut temuan. temuan

14) |Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

imal dan y ggaral Rapat Dewan scecara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Koxmsaria paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan| V Komisans paling sedikit | (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadini oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

15) |Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisars yang Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat  strategis  telah  dilakukan  berdasarkan bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakal, atau sesuai v udak tercapa; musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan Ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

16) [Anggota Dewan K is tidak faatk BPR Anggota Dewan K is tidak faatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak untuk kepentingan pnibadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima kcunumgan v serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain r asi dan fasili pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS, yang ditetapkan RUPS.

17) |Anggota Dewan Komisaris lakul 1an Anggota Dewan Komisans melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dsn tanggung . terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungs: b jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 2 3 4 S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 3|jmwjojofo
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan a
Perhi rata-rata d dibagi jumlah pertanyaan

% 1.63
(S): 8
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 6
Kelola (S): 40% 0,65

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18) |Hasil rapat Dewan Komimns dituangkan dalam risalah Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didok d baik dan jelas, rapat dan didoku ik d batk dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang tenadi jika terdapat v termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbed dapat, serta dibagik kepada seluruh perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dcwnn Komisaris, anggota Dewan Komisaris,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|lex|dx]| ex
1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk 18 g Skala P pan
of2|]0]|]o0] O

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
S): 1 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% »
Penjumlahan S + P+ H 1.41
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 621

2




Kriteria/Indikator

4

gh dan Pelak Tugas atau Fungsi Komite

3 |bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)

A,

dan Inf; Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan nnggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax

b x

dx

ex

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan r: ta d dibagi jumlah pertany
(8): 1

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

3)

Komite P au Risiko melakul luasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.

4

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kena.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax

bx

cX

dx

o

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(Sp 3

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

S)

9

Komite berikan ek i terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tundak lanjut kepada Direksi BPR,

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax

cX

dx

ex

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 1

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S}): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor|
3

0,00




No| . Kriteria/Indikator Keterangan
4 |Pe B an Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur! BPR liki kebyak sistem dan p d
penyelesaian mengenai benturan Kepentingan yang penyel igenai benturan kepentingan yang
mengkat oetmp pengurus dan pcgawm BPR termasuk gikat setiap pengurus dan pegawai BPR

i dan p benturan dmini: i, dokt dm " b
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. kepentingan dimaksud dalam Rlsahh Rapal

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2
Perhi rata-rata d dibagi jumlah pertany
(S): 1 2.00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00

Kelola (8): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekus:
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut,

. |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau

mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan )
8): 1 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.60

Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Benturan kepcnungan yang dapat merugikan BPR atau
Pl R,

mengurangi k BPR diungka dalam setiap
keputusan dan telah terdnkumemaﬂ dengan baik.

Benturan kepenungan yang dapat merugikan BPR atau
BPR diungkapkan dalam setiap
kcputusan dan telah l:rdokumemasn dengan baik.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2
:’Se;:hlitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 0.20
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10% 290
Penjumlahan S + P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 0.20

4




Kriteria/Indikator

Keterangan

pan Fungsi Kepatuh

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direks: vang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang op ional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari
RpS50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):
Anggota Direks: yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.

Anggota Direksi yang
tidak bawahi bidan op ional penghi dan
penyaluran dana

2)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
d rbankan,

gan pe

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perbankan,

3)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari
RpS50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejiubat Eksekutil yang g fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan Kerja atau
fungsi operasional.

BPR telah liki dan kat PE K n

P

4)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman Kerja, sistem, dan prosedur
kepatuhan.

PE Kepatuhan sudah memiliki Pedoman kerja, sistem
dan prosedur kepatuhan

5)

BPR memiliki ketentuan intern mengenai
wewenang, dan tanggung jawab
kepatuhan atau Pejabat Eksek
fungsi kepatuhan.

tugas,
bagi satuan kerja
if yang gani

BPR memiliki intern i tugas,
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
fungsi kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx

cx

dx

eXx

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhi rata-rata d lah

S:s il

dibagi j pertanyaan

1,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,60




No | Kriteria/Indikator SB| B |[CB|KB|TB Keterangan
1|12|3|4]|s8
5 |Ps pan Fungsi Kepatuh
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
6) |Anggota DII'UkSI yang membawahkan tungu kepatuhan Anggota Dlrekau yang fungsi kepatuh
kah-langkah iperluk untuk menctap kah-langkah yang diperlukan untuk
memasuknn BPR telah memcnuht seluruh peraturan ik BPR telah hi seluruh p an
Otoritas  Jasa K dan p perund v Otonuu Jasa Kcuanpn dan peraturﬂn perundamg
d lain ter k yamp laporan kepada gan lain ter
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, Otoritas Jasa Keuangan dan otoriuu lmnnya.

7) |Anggota Dircks: yang bawahkan Fungsi K h Anggota Direksi yang bawahkan Fungsi Kepatuh
melakukan upaya untuk d g tercip , bud melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosmhsam dan 2 kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini. pelatihan ketentuan terkini.

8) |Anggota Direksi yang b hi fungsi ke h Anggota Direksi yang b hkan fungsi § h

dan jyaga kepatuhan BPR terhadap dan jaga | han BPR terhadap
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada seluruh komitmen yang dlbull olch BPR kepada
Otoritas Jasa K ter 1k melakuk dakan Otorntas Jasa Ki gan ter K
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau v pencegah pabil d kebijal dan/at.nu
keputusan Direksi BPR yang menyimpang dan keputusan Direksi BPR ynng menyimpang darn
ketentuan Otonitas Jasa Keuangan dan peraturan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan. perundang-undangan.

0) |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang ' |Satuan keqa kepatuhan atau Pejabat Eksekutifl yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa N gani fungsi ikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai v serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan dengan ketentuan Olomas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan. P an perundang

10} |Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
mcnangnxu l'ungm kepaluhan mclakukan reviu dan/atau gani fungs: kepatuhan reviu dan/atau

p dan penyempurnaan merek dasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijak k sistem P prosedur yang v kebijak k sistem pun p dur yang
dimiliki olch BI'R agar sesuai dengan ketentuan Otoritas dimiliki olch BPR agar sesuai dengan kelenluan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. Jasa Ki dan p: an perundang:

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex
1 A e Al [ 5
Hasil perkalian untuk r3 g Skala Py P
26| 0|0] O
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan "
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5 1,60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40% 0,64

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan. v ketentuan.

12) |Anggota Direkai yang b h fungsi kep h Anggota Dirrksi yang b b fungsi kep b

lal tugas dan meny 1 lak tugas dan
mnggung jawah secam bcrk.uln kepada Direktur Utama m.nggung jawab secm berkaln kepada Direktur Utama
Dewan Komisaris, Dalam hal b I da Dewan Komisaris. Dalam hal
anggota Direksi ya.ng membawahkan fungsi kepatuhan| Vv anggota Dircksi yang membnwnhknn funq,x{ kcpntuhnn
adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada adalah Direktur Utama, lap ¥ 3
Dewan Komisaris. Dewan Komisaris.
13) |Anggota Direksi yang b hkan Fungsi Kep Anggota Dirckm ynng b hkan Fungsi Kepatuh
menvampmkan laporan khusus kepada Otoritas Jasa meny kh kepada Otoritas Jasa
bila terdapat kebijak atau keputusan Keunngtm apablla terdapat kebijakan atau Keputusan
Direksi yang menyimpang dari pernturnn Ownms Jasa v Direksi yang pang dari p an Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau p perund 8 Keuangan dan/atau pcratunn perundnng-undm@n
lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuan@an lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|lex|dx|ex
1 2 3 Kl 5
Hasil perkalian untuk i ing Skala Py p
. & 1|lalolofo
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan =
Perhitungan raia-rata d dibagi jumlah pertanyaan
g 1.67
8):3
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 17
Kelola (S): 10% 0. .
Penjumlahan S + P+ H 1.41
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Fakior 0.14

5




No|. Kriteria/Indikator SB| B |[CB|KB|TB Keterangan
112(3|4|S8
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit BPR sudah memiliki dan gangkat PE Audit | 1
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari| V
RpS0.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2] |SKAI atau Pejubat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki rerhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan dan mengkinikan pedoman Kerja serta sistem dan
p dur untuk melak kan tugas bagi auditor intern| prosedur untuk melal kan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

3) |SKAI atau Pejubat Eksckutif yang bertanggung jawab SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi nudll intern independen terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadnp kerja operasi kerja terkait| terhadap kerja operasional {; kerja terkait

gan penghimp dan penyaluran dana), dengan p P dan penyal dana).

4) [SKAI atau Pejubat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung \ terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
ljawab langsung kepada Direktur Utama. Y Jjawab langsung kepada Direktur Utama.

5) [BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan BPR bclum memiliki progream rekruitmen dan
sumber daya yang k fungsi audit & 85 ber daya untuk fungsi
intern, audl( intern
Jumlah jawaban pada Skala Penerap ax|bx|ex|dx|ex

1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
perkal 8 13 P alolaloloe
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan %
Perhitungan raw-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
. 1,40
(Sr:5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 6
Kelola (S): 50% 70

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6] |BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang v BPR pada scluruh aspek dan unsur kegiatan yang
sccam langsung dlperknrakan dapat mempengaruhi secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi

penti BFR dan kepentingan BPR dan masyarakat.

7) |BPR  dengan modal inti  paling  sedikit BPR belum menugaskan audit ekstrenal untuk
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah}: melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar
BPR menugaskan pihak ckstern untuk melakukan kaji pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP
ulang paling scdikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan
atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi v
audit intern, din kelemahan SOP audit serta perbaikan
yang mungkin dilakukan,

B) Pelaksanaan fungsi audil intern (kegxalan audit) Pelaksanaan fungsi audit mtem (kegiatan audlt)
dilak secara i i den yang dilak kan secara i dan indep yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, v mcncakup persiapan audit, penyusunan program audit,

audit, pelap hasil audit, dan tindak audit, pelap hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit. lanjut hasil audit.

9] |BPR lak K ingh mutu  keterampil BPR melak k gk mutu il
sumber daya manusia :ecur- berkala dan berkelanjutan sumber daya mmusna secara berkala dan berlwlnnjuun
terkait dengan penerapan fungsi audit intern. * terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan b 4 G 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1o
Perhitungan rata-rata d dibagi jumlah pertanyaan i

2,50

(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 100

Kelola {S): 40%




Kriteria/Indikator

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit interm telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan
fungsi Kepatuhan,

SKAI atau Pejabat Eksekutifl yang bertanggung jawab
terhadap pclaksanaan I’ungsn audit intern telah

audit intern
kepada Dueklur Unm- dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan
fungsi kepatuhan.

11)

BPR telah menyampail laporan pelal dan
pokok-pokok hasil audit mtcm dan laporan khusus

pabila ada penyimp ) da Otoritas Jasa
Ki sesual Olorlms Jasa Keuangan.

BPR telah ¥ ik k lak dan
pokok-pokok hmul audn mtem dnn laporan khusus
bila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa

Kcuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12)

BPR  dengan modal inti  paling  sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak
ckstern  kepada Otoritas  Jasa Keuangan sesual
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR belum pernah menyampaikan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada OJK

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000. 000,00 (un- pulub milyar rupiah):

BPR yamp | atau
pemberhentian Kepala SKM kepada Otoritas  Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan alau
pemberhentian Pejabat  Eksekutf yang bertanggung
ljawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada
Otoritas Jasa K gan scsuai k Otoritas Jasa
Keuangan.

BPR selalu meny ikan | K atau
pemberhentian PE Audn lm:rn kepada OJK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk g Skala Pe P

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

6

5

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

. 1,25
(S): 4
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10% 0.13
Penjumlahan S+ P+ H

1,83

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 0.18




No Kriteria/Indikator SB| B |[CB|KB|TB Keterangan
1/12|3|4|S5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. dan Infr ktur Tata Kelola (S)

1) |Pe audit kepada Al Publik dan Kantor Penug audit kepada A} Publik dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legali Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, d perjanjian Kerja, ruang lingkup audit, standar
profesional akuntan publik, dan Kkomunikasi antara| V profesional akuntan publik, dan komunikasi an
Otoritas Jasa Ke dengan KAP dimaksud Otoritas Jasa K dengan KAP dimaksud
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bxlexldxlex

1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk Skala Pe p

1 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan i
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(811 Lo
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50% 0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelal audit lap keuangan BPR, BPR Dalam pelak audit lap keuangan BPR, BPR
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan| Otoritas Jasa K serta peroleh per 1
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. L Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 2 3 a4 5
Hasil perkalian untuk ing Skala F p

2 0 0 0 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan 0
(S): 2 1,0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 4
Kelola (S): 40% 040

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah Hasil audit dan Management Letter telah
menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan menggambarkan per lahan BPR dan di paik
secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | ¥ secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

5) |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang
ling} audit b diatur dalam ketentuan| v lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
Qtoritas Jasa K g Otontas Jasa K g
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|lex|dx]|ex

1 2 3 4 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

pe g ¥ s 2 0 0 (4] 0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2 L0
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata |
Kelola (S): 10% 0,10

jumi +P+H

Penjumiahan S 1.00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor: 0.03

7




Kriteria/Indikator

Keterangan

j Risiko ter k Sistem

P pan M
Pengendalian Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

n

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan pulub
milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal iati kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekuuf yang
bertanggung jawab terhadap pencrapan  fungsi
Manajemen Risiko.

2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax

bx

cX

dx

ex

wn

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(8): 3

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,00




No Kriteria/Indikator SB| B |[CB|KB|TB Keterangan
1|12|3|4]|S8
g |Pencrapan Manaj Risiko k Sistem
Pengendalian Intern
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) |Direksi :
a. y 1 kebijal dan ped P P
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. gevaluasi  dan k tr ksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
5) |Dewan Komisaris :
. yetujui dan geval kebijakan Manaj
Risiko,
b. mengevaluas: pertanggungjawaban Direks: atas
pelak kebijak Manayj Risiko, dan
[-X geval dan memt kan permoh Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memeriukan
persetuj Dewan Komisaris.
6) |BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,
P dan p dalian Risiko terhadap seluruh
faktor Risiko yang bersifat matenal.
7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang
menyeluruh.
8) |BPR mencrapkan manajemen risiko atas seluruh risiko d
yang diwajibkan sesuai Kketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu
sistem informasi 3 yang P yediak
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.
10) |Direksi  telah lakukan pengemb: budaya
j risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui
pelatit dan/atau R aeviad 3
nisiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex
1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
P = 8 3 ojlojlojo]oO
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan o
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 7 0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40% 0,00
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
11) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain
(jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.,
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx]|ex
1 2|3]|43%]5s
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan d o o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan o
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2 0,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10% 0.00
Penjumlahan S + P+ H 0.:00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 0.00

8




No Kriteria/Indikator SB| B |CB | KB |TB Keterangan
1|12 |3|4(Ss
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan| dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesai lahny bagai bagian atau bagian penyel lahny bagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. terpisah dan pedoman kebijakan perkreditan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|ex|dx|ex

1 21314 ]|5
Hasil perkalian untuk ing Skala Pe P
1 0ojJojJo| o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan .
Perhitungan rata-rata d dibagi jumlah pertan)
5 1,00
S):1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50% 0.50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) '

2) |BPR secara berkala gevaluasi dan kinik BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan, v dengan peraturan perundang-undangan.

3) |Proses pemberian kredit olech BPR kepada pihak terkait Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan| ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip  kehati-hatian maupun memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun
peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|lex|dx]|ex
1 2 3 4 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan : A o o S
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah per

: 1,50
(8): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40% 0,60

C. Hasil Pencrapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak
terkait dan/atau pembenan Kkredit yang melanggar terkait dan/atau pembenan kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara
berkala kepadi Otoritas Jasa Keuangan secara benar| V berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar
dan tepat waktu sesuai Kketentuan Otoritas Jasa dan tepat waktu sesual ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan, Keuangan.

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai BPR tudak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bx|exldx|ex
1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan
2| 010)] 0] @
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
s 1,00
(S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% .
Penjumlahan S+ P+ H
il X 1,20
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 0,06

9




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB| B |[CB KB |TB Keterangan
1|2(|3|4]|Ss
10 |Rencana Bisais BPR

A dan Infra ktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan| v disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR. misi BPR.

2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis
jangka panjang dan bisnis tah termasuk jangka p dan r bisnis ter }

penvel per lah BPR yang v rencana penyelesaian per lahan BPR yang
signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas signifikan dengan cakupan sesuai k Otoritas
Jasa Keuangan. Jasa Keuangan.

3) [Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olch
pemegang ssham  dalam  rangka memperkuat pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain v permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain

ber daya ia, teknologi informasi, jaringan sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan
kantor, kebijakan, dan prosedur, kantor, kebijakan, dan prosedur.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bxlex]|dx]ex
1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk ing- ing Skala Pe P
1 alo0lo]|oO
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 5
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan N
(S):3 1.67
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50% 0.83

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) [Rencana bisnis BPR disusun dengan Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit: mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat a. faktor eksternal dan internal yang dapat
pengaruhi 1gan usaha BPR; v mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;
b. azas perbankan yang schat dan prinsip kehati-hatian; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan dan
¢. penerapan manajemen risiko. ¢. penerapan manajemen risiko.

5) |Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Dewan K 1S b lap hasil peng
pelaksanaan rencana bisnis BPR. ¥ rencana bisnis BPR setiap semester
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax|bxlox|dx|ex

1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk ing Skala P p

0| 4 o|lo0]| o0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan ‘
Perhitungan ta dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40% 0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) |R bisnis ter perubah 1 bisnis! Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai| disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otonitas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axlbxlex|dx|ex
1 2 3 4 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan . o o o o

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan

Faktor 10

(Sp 1 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10% 20
Penjumlahan S + P+ H

1.73
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot 0.13




sumber daya manusia ynng kompeten  untuk
ghasilkan lap yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh,

No Kriteria/Indikator Keterangan
11 T P kondisi k gan dan non ki serta
| |pelaporan internal
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |Tersedianya sistem pelap k dan non Tersedianya sistem pelaporan k dan non
K vang didukung oleh sistem informasi keuangan yang dldukung oleh ull.em informasi
j yang dai sesuai k termasuk manaj yang dai sesuai ketentuan termasuk

sumber daya manusia yang kompeten untuk
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2
Perhi rata-rata d dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1160

Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2) |BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan Kkeuangan opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi
dan informasi. serta seluruh aspek pengungkapan dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4) |BPR lak K tr i informasi mengenai BPR melal k paransi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesual ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. cara sesual ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5) |BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata BPR menyusun dan yajikan laporan d tata

cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

o,

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

4
Perhi rata-rata dengan dibagi jumlah pertany
(S): 4 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata e

Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

sesuai ketentuan secara tepat waktu.

6) |Lap h dan | keuangan publikasi Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedlkn oleh 1 (satu) anggota ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Dxrck.m dengan mencantumkan nama secara jelas serta Dxrekm dengan mencamumkm nama secara jelas serta

ik secara lengk dan tepat waktu kepada ikan secara lengkap dan tepat waktu kepada
Olonm Jasa Keuangan d-n/nuu dipublikasikan sesuai Otomas Jasa Keuangan dan/ntau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7 |1 d dan penyel Laporan p 1igaduan dan penyel
pengaduan dan Iapomn pengpduan dan tindak lanjut pengaduan, dan Iapnran pcngaduan dan undak lnnjut
pelay dan peny pengaduan disampaikan pelayanan dan peny : p

sesual ketentuan secara tepat waklu

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan q
(S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 618
Kelola (S): 10% *

+P+H

Penjumlahan S + P 1,55
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0.12

Faktor 11




TABEL 1

JADWAL RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019
PT. BPR SANGGABUANA AGUNG

NO RAPAT TANGGAL PEMBAHASAN
1 RAPAT DEWAN 01 JULI 2019 1. MEMBAHAS PENYALURAN KREDIT SEMESTER | TAHUN 2019
KOMISARIS KE-1 2. MEMBAHAS PERKEMBANGAN BPR SECARA UMUM
3. MEMBAHAS PENGANGKATAN KABAG. MARKETING DAN KABAG.
KREDIT
4. MEMBAHAS PENERAPAN SLIK DAN PENYALURAN KREDIT
5. MEMBAHAS TEKNOLOGI INFORMASI BPR
2 RAPAT DEWAN 02 AGUSTUS 2019 | 1. MEMBAHAS LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS BPR SEMESTER |
KOMISARIS KE-2 TAHUN 2019
2. MEMBUAT LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS BPR SEMESTER
1 TAHUN 2019
3. MEMBAHAS PERKEMBANGAN BPR SECARA UMUM
4. MEMBAHAS SERTIFIKASI DEWAN KOMISARIS
3 RAPAT DEWAN 08 OKTOBER 2019 | 1. MEMBAHAS PERKEMBANGAN BPR SECARA UMUM
KOMISARIS KE-3 2. MEMBAHAS PASKA PEMBERHENTIAN PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT
INTERNAL
. MEMBAHAS PENYELESAIAN KREDIT YANG BERMASALAH
4 RAPAT DEWAN 19 DESEMBER 2019 . MEMBAHAS PERKEMBANGAN BPR SECARA UMUM

KOMISARIS KE-4

DWN =W

. HASIL PEMERIKSAAN OJK TAHUN 2019
. RENCANA BISNIS BPR TAHUN 2020
. APU & PPT BPR




Bobot BPR B
Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

i Pt ila i 12 -l Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)
umia e nyaan ” - H
Faktor Tata Kelola Y Nilai Structure (S) Jumlah | Bobot Nilai Process (P) Jumlah | Bobot Nilai Outcome (H) Jumlah | Baqbot JumlahFNilk:i ¥o N::L::Mr
per Faktor r
P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%
8 5 6 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 0 1 2 2 0 0 5 0 0 20%
Nilai Awal 6 0 0 0 0 4 8 0 0 0 12 0 1 4 6 0 0 11 0 0 0
Rata-rata 1,50 0,60 2,20 0,22 1,32 0,26
8 1 8 1 0 0 0 E] 0 3 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 15,00%
Nilai Awal 8 2 0 0 0 10 0 3 J10] o 0 0 13 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 1,11 1,63 0,65 2,00 0,20 1,41 0,21
ol 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10,00%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata s 2,00 2,00 0,80 2,00 0,20 2,00 0,20
5 3 4 1 0] 0 0 5 0 2 3 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 3 0 0 10,00%
Nilai Awal 4 2 0 0 0 6 0 2 6 0 0 0 8 0 1 a 0 0 0 5 0 0 0
Rata-rata 120|000 160 | 064 167 | 017 141 0,14
4 4 4 0 1 0 0 5 0 0 2 2 0 0 4 0 3 1 0 0 0 4 0 0 10,00%
Nilai Awal 4 0 3 0 0 7 0 0 4 6 0 0 10 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0
Rata-rata 1,40 2,50 1,00 1,25 0,13 1,83 0,18
2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2,50%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 1,00 1,00 0,40 1,00 0,10 1,00 0,03
y 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10%
Nilai Awal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rata-rata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
2 (2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7,50%
Nilai Awal 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Rata-rata 1,00 1,50 0,60 1,00 10,10 1,20 0,09
3 2 1 it 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7,50%
Nilai Awal 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Rata-rata 2,00 0,80 1,00 0,10 1,73 0,13
4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 7,50%
Nilai Awal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0
Rata-rata 1,00 0,40 1,50 0,15 1,55 0,12
Nilai Komposi 1,36
Predikat Komposit Sangat Baik




